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PERJANJIAN KERJA

ANTARA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

DENGAN

PEGAWAI PEMERINTAHAN NON PEGAWAI NEGERI 

NOMOR:        /SEK.PTA.W3-A/KP1.2.8/I/2024

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama

: Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag
NIP

: 197007021996031005
Jabatan 

: Kuasa Pengguna Anggaran 

Unit Kerja 

: Pengadilan Tinggi Agama Padang 

Alamat Unit Kerja 


: Jl. By Pass Km. 24 Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto   

Tangah Kota Padang

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Padang, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KESATU
1. Nama

: FERI HIDAYAT
    Tempat Tanggal Lahir
: Tandikat, 15 Juli 1997

Jabatan 

: Pramubakti
Pendidikan 

: SMA

Alamat Rumah 


: Jalan Manggis I / 76 Perumnas Belimbing Padang 

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut : 

PASAL 1

HUBUNGAN KERJA
PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang

PASAL 2

JABATAN DAN PENEMPATAN
PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.
PASAL 3

JANGKA WAKTU
(1) Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari  sampai dengan 31 Desember 2025
(2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun bernilai paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim. 
PASAL 4

HARI KERJA DAN JAM KERJA 
(1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
(2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA. 
PASAL 5

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA 
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya.
(2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
(3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
(4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri.
(5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
(6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. 
PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut : 
a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan sebesar Rp. 2.733.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setia awal bulan berikutnya;

c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
(2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut : 

a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung  
jawab;

d. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat satuan kerja; 
e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

f. Masuk kerja dan menaati ketentua jam kerja; 

g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja; 
i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEKSK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut : 

a. Menetapakan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;

b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;

c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.
PASAL 7

SANKSI
(1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat. 

PASAL 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
(1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
f. PIHAK KEDUA melanggar larangan. 
(2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

PASAL 9

PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan munfakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat. 
PASAL 10

KETENTUAN PENUTUP
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
(3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
(4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya di luar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
(5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
(6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama. 
Demikianlah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

	PIHAK KEDUA

Materai 10.000

Feri hidayat

	PIHAK KESATU

Irsyadi
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ATURAN KERJA TENAGA HONORER

PTA PADANG TAHUN 2025
1. Seluruh PPNPN  wajib menjalankan tugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan Job Description/uraian tugas yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya.

2. Untuk Perencanaan, Pemberdayaan, Pengendalian dan Monitoring pekerjaan Seluruh PPNPN  diserahkan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

3. Setiap proses kewajiban hadir Seluruh PPNPN  Pengadilan Tinggi Agama Padang di kantor, wajib melakukan absen wajah dan akan di evaluasi setiap 1 (satu) kali sebulan.

4. Seluruh PPNPN Pramubakti (CS)  wajib hadir paling lambat pukul 07.00 WIB dan menyelesaikan tugasnya paling lambat pukul 08.00 WIB. 
5. Bagi PPNPN Pengemudi wajib hadir paling lambat pukul 07.00 WIB bila Pimpinan sedang dinas luar. wajib melakukan absen wajah dan akan di evaluasi setiap 1 (satu) kali sebulan.
6. Bagi petugas satpam wajib hadir paling lambat pukul 07.00 WIB untuk petugas pagi dan untuk petugas malam pukul 19.00 WIB. wajib melakukan absen wajah dan akan di evaluasi setiap 1 (satu) kali sebulan
7. Setelah pukul 08.00 wib, tanpa urusan dinas atau izin dari atasan langsung seluruh PPNPN  sudah harus berada di kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang.

8. Bagi  semua PPNPN yang di tugaskan untuk keperluan dinas  wajib mengisi buku kontrol keluar kantor dan mencatat kendaraan yang di bawa.
9. Dilarang sarapan di luar kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang setelah jam 08.00 wib, silahkan membawa sarapan ke kantor jika ingin sarapan diatas jam 08.00 wib tersebut.

10. Waktu istirahat siang dari pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. Kecuali yang bertugas duduk di meja resepsionis dan petugas satpam melakukan istirahat secara bergantian diberi waktu istirahat sampai jam 13.30 WIB dan wajib isi absen manual saat akan keluar kantor untuk istirahat dan pada saat kembali ke kantor.

11. Seluruh PPNPN  wajib mengikuti apel senin pagi, Bintal dan apel jumat sore serta wajib mengisi absen apel dan akan di evaluasi setiap 1 (satu) kali sebulan.

12. Jika tidak masuk kantor karena alasan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dari dokter atau puskesmas.
13. Bagi Pramubakti yang betugas di satu lantai dan Petugas Keamanan yang jadwal piketnya bersamaan, tidak dibenarkan untuk cuti dan izin secara bersamaan dan wajib mencari petugas pengganti. 
14. Seluruh PPNPN  yang ingin mengajukan cuti wajib menyampaikan sehari sebelum cuti dilaksanakan dan melampirkan surat cuti tertulis dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga PTA Padang.
15. Dilarang membuat keributan atau perkelahian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang kecuali untuk tujuan pengamanan.
16. Seluruh PPNPN  wajib menjaga perilaku dan wibawa Pengadilan Tinggi Agama Padang di dalam maupun luar kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang.

17. Seluruh PPNPN  dilarang melakukan pencurian, perusakan, ataupun melakukan hal-hal yang tidak menjadi wewenangnya.

18. Seluruh PPNPN  dilarang membawa barang-barang yang dilarang undang-undang seperti narkoba, minuman keras, senjata api ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang.

19. Seluruh PPNPN  wajib mendukung program Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal penghematan, baik penghematan listrik, telepon, air maupun bahan bakar minyak.

20. Seluruh PPNPN  wajib berpenampilan rapi dan sopan selama jam kerja. (Memakai baju sesuai aturan Mahkamah Agung dan memakai sepatu dilarang menggunakan celana jeans dihari kamis dan Jumat).
21. Aturan kerja ini dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh Seluruh PPNPN  Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam rangka menjalankan tugas selama masih bekerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang.
22. Pelanggaran terhadap aturan yang telah di buat ini mendapat surat peringatan dan dapat berakibat pemutusan kontrak atau pencabutan SK bekerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang.

	PIHAK PERTAMA

Feri hidayat

	PIHAK KEDUA

Irsyadi
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JOB DESKRIPTION SELURUH PPNPN  PTA-PADANG TAHUN 2025
      N A M A

 
: Feri hidayat

TUGAS

: Pramubakti


ATASAN LANGSUNG
: Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

	NO
	RINCIAN TUGAS

	A.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

12.

13.
14
15.

16

17.

18.
19.
20.
21


	TUGAS POKOK

Menyapu dan mempel lantai ruangan kantor setiap hari kerja sesuai dengan daerah yang telah ditentukan;

Melap meja, lemari, kursi, figura, bunga plastik, sofa dan alat elektronik setiap hari;

Membersihkan kaca jendela bagian luar dalam, membersihkan jaring laba-laba disetiap sudut ruangan /meja serta langit-langit ruangan;

Mematikan semua alat elektronik setelah jam pulang kerja seperti AC, computer, printer, dan lampu kecuali masih digunakan;

Memastikan semua pintu dan jendela sudah terkunci saat ruangan telah selesai digunakan;

Merapikan meja atau kertas yang berantakkan sehingga terlihat rapi dan membuang isi tong sampah ke tempat pembuangan akhir yang telah ditentukan;

Memastikan air galon selalu stanby diruangan yang memiliki dispenser dan membersihkan dispenser;

Mencek segala kerusakan yang ada di ruangan seperti AC, computer, printer dan melaporkan ke Kasubbag TU&RT. Jika bola lampu di ruangan mati/putus agar segera mengganti dengan yang baru. 

Membersihkan kamar mandi / toilet dan menguras bak mandi sesuai zona tanggungjawab dua kali sehari. (pagi dan setelah istirahat siang);

Membersihkan area teras belakang kantor, lemari helem, melap pintu kaca belakang luar dan dalam setiap hari;

Wajib mengisi ceklis kebersihan Toilet dan Ruangan yang di bersihkan setiap hari melalui aplikasi Rancak Bana di Web PTA Padang

Menyapu halaman setiap pagi sesuai dengan zona yang telah di jadwalkan,

Menyiapakan dan membersihkan aula sebelum dan sesudah acara;

Merekatkan/merapikan kembali kabel-kabel dilantai jika lepas/berantakan;

Gotong royong setiap hari kamis bergantian di rumah dinas atau kantor PTA Padang;(sesuai jadwal)

Membersihkan mushalla dan membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan 

Membantu menyiapkan perlengkapan acara seperti sound system, kursi dll pada setiap kegiatan apel/upacara;

Mengisi buku monitoring honorer jika meninggalkan kantor pada jam kerja;
Melaksanakan piket kantor bergantian pada saat hari raya sesuai jadwal yang telah ditentukan
Membantu Pimpinan, Hakim dan Aparatur jika diperlukan untuk kepentingan kantor

Dan Stanby duduk di resepsionis setelah selesai menjalankan pekerjaan menerima surat dari satpam untuk diserahkan ke bagian TU & RT
Melaksanakan dan mematuhi perintah atasan.


	PIHAK PERTAMA

Feri hidayat

	PIHAK KEDUA

Irsyadi
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PENETAPAN PENILAIAN KINERJA SELURUH PPNPN  PTA- PADANG

Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN, dengan ini menetapkan bahwa setiap sekali 3 bulan akan diadakan penilaian terhadap Seluruh PPNPN  yang meliputi beberapa penilaian diantaranya: 

1. Penilaian dari kinerja yang dilakukan oleh PPNPN, yang dihitung berdasarkan penilaian perilaku kerja dan akumulasi kehadiran yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. 

2. Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan yang bertujuan untuk mengukur kinerja PPNPN sebelum dilakukan penilaian kinerja di akhir tahun.
3. Evaluasi kinerja dilakukan dengan menghitung akumulasi perilaku kerja dan kehadiran.
4. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Pejabat yang membidangi umum/tata usaha/rumah tangga pada masing-masing satuan kerja dengan mempertimbangkan rekomendasi dari atasan langsung/pengguna. 
5. Apabila Seluruh PPNPN  yang melakukan kesalahan dan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka akan mendapatkan surat peringatan secara tertulis.
6. Indikator penilaian kinerja sebagai berikut : 
a. Sangat baik 

: 91 s/d 100;
b. Baik 


: 76 s/d 90;
c. Cukup 

: 61 s/d 75;
d. Kurang 

: 51 s/d 60;
e. Sangat kurang
: <50.
7. Apabila hasil evaluasi kinerja bernilai “cukup”, “kurang”, atau “sangat kurang’, maka atasan langsung/pengguna wajib mengawasi kinerja yang bersangkutan untuk meningkatkan kinerjanya dengan memberikan surat rekomendasi kepada KPA untuk menerbitkan surat peringatan. 
8. Penilaian kinerja PPNPN yang dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja adalah yang bernilai minimal “baik” dan hasil rekomendasi tim
9. Persentase penilaian kinerja terdiri atas : 
a. Nilai perilaku kerja 
: 50%
b. Nilai Kehadiran
: 50%
10. PPNPN yang mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan, maka diberhentikan sebagai PPNPN.
11. Setiap Seluruh PPNPN  dengan jabatan Satpam wajib memiliki sertifikat keamanan.
12. Hasil Kuisioner dari seluruh Hakim dan Pegawai PTA Padang di akhir tahun juga menjadi bahan pertimbangan Penilaian Kinerja PPNPN di akhir tahun.
	PIHAK PERTAMA

Feri hidayat

	PIHAK KEDUA

Irsyadi
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